BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 68 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 34 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan
uraian tugas banyak ditemukan tumpang tindih, sehingga
perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Jabatan

Struktural Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di

atas huruf a perlu diubah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus
1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);



. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan

Perundang- undangan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3 , Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 27).

11. Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Tugas
Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 449).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 34 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU.

Pasal |

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2008
Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan
Struktural Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, diantara huruf d
dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d 1 dan diantara
huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1,

sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan terpadu dalam

melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan program Kantor;

b. penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman
modal ;
penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;

d 1. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;

e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan
perizinan;

e 1. pelaksanaan kebijakan penanaman modal;



f.  pengelolaan administrasi umum dan pengembangan
kapasitas kelembagaan; dan

g. pembinaan dan bimbingan Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 Desember 2009

BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 Desember 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Ttd

HARYANTO, SH. MM.

Pembina Tingkat |
NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 633
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